BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR’ 7 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban;

b. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2017
tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat
sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tuban tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;




.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahunl965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Eletronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan
Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan
e-Government;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016
Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 69),sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor
124);

Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tuban (Berita Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 16),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tuban Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 5);




Menetapkan :
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22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2019 tentang

Penggunaan  Sertifikat Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.

Bupati adalah Bupati Tuban.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tuban.

Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada
Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan.

Dinas adalah Dinas yang menangani bidang Komunikasi
dan Informatika di Kabupaten Tuban.

Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya
disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan
pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan
informasi antar media yang menggunakan media
elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang
selanjutnya disingkat 'SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan
pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
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Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan
berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan olehl

(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat.

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah
dokumen perencanaan pembangunan yang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE
yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta
Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
Rencana dan Anggaran SPBE adalah proses perencanaan
dan penganggaran untuk belanja SPBE Pemerintah
Daerah yang disusun sesuai dengan proses perencanaan
dan penganggaran tahunan Pemerintah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi adalah terobosan atau
pembaharuan integrasi proses bisnis yang di inisiasi oleh
Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahandanpenyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol,
gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya
digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data dan pemulihan data.
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Pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center)
adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
memulihkan kembali data atau informasi sertafungsi-
fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat
terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau
manusia.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic
data interchange, surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Situs Web, yang selanjutnya disebut Websiteadalah
sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar,
suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk
hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang
disebut browser.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup Yyang
menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu
organisasi.

Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling
terhubung secara global dengan menggunakan paket
protokol internet berupa TCP/IP untuk menghubungkan
perangkat di seluruh dunia.

Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat
integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran
layanan SPBE.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk
melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar
dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
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Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi
Pemerintah atau Pemerintah Daerah tertentuuntuk
memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain.
Pengguna SPBE adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah
Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,
masyarakat, pelaku wusaha dan pihak lain yang
memanfaatkan layanan SPBE.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang
terpadu dalam SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses
yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi
dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan
komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah
ditetapkan.

Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta
mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,
tulisan latin, tulisan dalam bentuk Braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara
manual ataupun elektronik.

Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi (kirim
dan/atau terima) antar device yang terhubung dalam
sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun
dengan jangkauan yang lebih luas.

Interopabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka
pertukaran data dan informasi atau layanan SPBE.
Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap
sistem informasi dari akses yang tidak berhak,
penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi,
pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan
prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan
penyangkalan informasi.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh
penyelenggara sertifikasi elektronik.
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Tim Koordinasi SPBE adalah pejabat dalam tim yang
diberi tugas untuk merumuskan kebijakan, menerapkan,
mengendalikan, mengarahkan dan evaluasi SPBE
Pemerintah Daerah.

Sumber daya SPBE adalah semua komponen yang
mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi
kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan
komunikasi, sumber daya manusia dan biaya.

Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi
elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik,
perangkat lunak, kode sumber dan pedoman dengan
tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan,
pemeliharaan dan pendistribusian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk
mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah
Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk
memberikan pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE
di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

Visi penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan

Pemerintah Daerah yang Smart Government.

Misi penyelenggaraan SPBE adalah:

a. memperkuat tata kelola SPBE;

b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi
terpadu untuk meningkatkan kinerja Pemerintah
Daerah dan layanan masyarakat; dan

c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.
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BAB IV
PRINSIP
Pasal 4

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

a. efektivitas;

keterpaduan;

kesinambungan;

efisiensi;

akuntabilitas;

interoperabilitas; dan

keamanan.

Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan
kebutuhan.

Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan pengintegrasian sumber daya yang
mendukung SPBE.

Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan keberlanjutan SPBE secara
terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan
perkembangannya.

Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang tepat guna.

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
€ merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban
dari SPBE.

Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar
Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka
pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber
daya yang mendukung SPBE.

B o oo




.
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BAB YV

RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:

mo oo T

(1)

)

(1)

(2)

tata kelola SPBE;

manajemen SPBE;

audit teknologi informasi dan komunikasi;
penyelenggara SPBE;

percepatan SPBE; dan

pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB VI
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan
penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

rencana induk SPBE;

arsitektur SPBE;

peta rencana SPBE;

rencana dan anggaran SPBE;

proses bisnis;

data dan informasi;

infrastruktur SPBE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan

layanan SPBE.

F PRS0 a0 o

i
.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE
Pasal 7

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah
SPBE yang mengacu pada rencana Pembangunan
Daerah.

Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:

a. visi, misi, tuyjuan dan sasaran SPBE;

b. arah kebijakan SPBE;

c. strategi SPBE; dan
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d. peta rencana strategis SPBE.

(3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana
Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Pemerintah Daerah.

(4) Penyusunan rencana induk SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Dinas dengan
melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan
informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Rencana Induk SPBE berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dapat dilakukan peninjauan kembali paling cepat 2 (dua)
tahun sekali.

(7) Rencana induk dapat dilakukan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana
induk SPBE;

b. perubahan kebijakan strategis daerah; dan/atau

c. perubahan lingkungan atau teknologi.

(8) Dalam hal terdapat rencana pengembangan SPBE yang
tidak tercantum dalam Rencana Induk SPBE, Perangkat
Daerah dapat mengajukan permohonan peninjauan
kembali Rencana Induk SPBE kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE
Pasal 8

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan
dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasiSPBE dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE
yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada
Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah.

(3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Arsitektur SPBE dapat dilakukan peninjauan kembali
pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
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(1)

(2)
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4)

(5)
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Peninjauan kembali Arsitektur SPBE sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah
Daerah;

c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
atau

d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 9

Peta Rencana SPBE memuat:

tata kelola SPBE;

manajemen SPBE;

layanan SPBE;

infrastruktur SPBE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan

audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada
Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Pemerintah Daerah dan rencana
strategis Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun. :
Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. v

Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan kembali pada
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Peninjauan kembali Peta Rencana SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;

c. perubahan Arsitektur SPBE; atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah

@™o a0 gp

Daerah.
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Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 10

(1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan
proses perencanaan dan penganggaran tahunan
Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE
Pemerintah Daerah.

(3) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup belanja Infrastruktur, aplikasi
serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya
Manusia.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah berhak mengajukan rencana dan
anggaran TIK dengan mengacu strategi pengembangan
SPBE yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk
SPBE.

(2) Rencana dan Anggaran SPBE pada Perangkat Daerah
wajib untuk dikoordinasikan dan mendapatkan
rekomendasi dari Dinas.

(3) Rekomendasi rencana dan anggaran TIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pembelian/pengadaan perangkat keras TIK antara
lain Personal Computer, Notebook/Laptop, Server,
Multimedia, Storage, Perangkat Infrastruktur
Jaringan dan Pendukung lainnya;

b. pembangunan aplikasi, pengembangan aplikasi,
pembelian aplikasi dan pembelian lisensi aplikasi;
dan

c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK.

(4) Rencana dan Anggaran SPBE perlu dievaluasi secara
berkala.

(5) Evaluasi digunakan untuk perbaikan kebijakan agar
sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah atau
perubahan lingkungan dan teknologi.
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Bagian Keenam
Proses Bisnis
Pasal 12

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta
penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan
SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur
SPBE.

(3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara
terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang
terintegrasi.

(4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah yang menerapkan Aplikasi SPBE, Keamanan
SPBE dan Layanan SPBE.

(S) Proses Bisnis dapat berupa proses bisnis makro, meso
ataupun mikro berupa Standar Operasional Prosedur
yang mendeskripsikan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pasal 13

(1) Integrasi Proses Bisnis merupakan penyesuaian dan
penyatuan antar proses bisnis unit kerja atau Perangkat
Daerah tertentu sehingga mencapai satu kesatuan proses
bisnis Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dengan seluruh tugas dan fungsinya.

(2) Integrasi Proses Bisnis dapat dilakukan antar Proses
Bisnis Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membangun
hubungan alur kerja antar Pemerintah Daerah dan/atau
antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara
terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang
terintegrasi.

(4) Dalam penyusunan Integrasi Proses Bisnis dapat
dilakukan koordinasi dengan beberapa Perangkat Daerah

yang berkaitan dalam rangka penyederhanaan proses
bisnis.




.
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(5) Integrasi, konsolidasi dan inovasi Layanan SPBE perlu
dibangun agar mampu memberikan akses layanan
mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas bagi
masyarakat.

(6) Integrasi Proses Bisnis dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang
terintegrasi dan berbagi pakai untuk meningkatkan
efisiensi belanja TIK.

|
Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

\ Pasal 14

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan
informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, dan/atau
yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau
pihak lain.

(2) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi
pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan
berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data
dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas
data dan informasi.

(4) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah tidak diperbolehkan memiliki website
yang terpisah dari domain website Pemerintah Daerah
dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari

domaintubankab.go.idsebagai website Pemerintah
Daerah.

(2) Webserver dan Content Management System Pemerintah
Daerah dikelola oleh Dinas.

(3) Website Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diserahkan pengelolaannya pada masing-masing
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan
berkoordinasi dengan Dinas.




-17 -

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE
Pasal 16

(1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
a. Jaringan Intra; dan
b. Sistem Penghubung Layanan.

(2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan
oleh Dinas untuk menghubungkan antar simpul jaringan
di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung
Layanan yang diselenggarakan oleh Dinas untuk
melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka
memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.

(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar
Perangkat Daerah.

(3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat menggunakan
jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah
Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa
layanan jaringan.

(2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul
jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
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(3) Untuk efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas
dan keamanan dapat ditingkatkan maka
penyelenggaraan Infrastruktur SPBE dilakukan secara:

a. mandiri, yaitu pengelolaan Infrastruktur SPBE yang
meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak
non-pemerintah;

b. terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan
bersama Infrastruktur SPBE antar Perangkat Daerah;

c. terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan
pengoperasian Infrastruktur SPBE; dan

d. menjangkau seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(4) Dinasmengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan
Intra.
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Pasal 19

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan
untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar
Layanan SPBE.

(2) Perangkat Daerah harus menggunakan  Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung
LayananPemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Perangkat Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah dengan Jaringan
Intra Pemerintah; dan

b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan
SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Pasal 20

(1) Penggunaan koneksi internet untuk semua Perangkat
Daerah dikelola secara terpusat oleh Dinas;

(2) Penggunaan koneksi internet dan jaringan intra di
lingkungan Pemerintah Daerah akan ditingkatkan secara
bertahap dan diarahkan untuk mengurangi penggunaan

surat menyurat secara hardcopy, dan akan diatur
tersendiri oleh Bupati.




